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PENUMPUKAN SAMPAH BERKURANG, STATUS DARURAT SAMPAH DI 

PEKANBARU TIDAK DIPERPANJANG  

 

 

Sumber gambar:  

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/225/2025/01/16/samap-

mangkut-3963649838.jpg 

 

Status Pekanbaru Darurat Sampah berakhir hari ini, Selasa (21/1). Meski masalah 

sampah belum selesai, namun Pemko Pekanbaru tidak memperpanjang status darurat ini. 

Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Roni Rakhmat menyebutkan, tidak ada 

perpanjangan status darurat sampah yang berakhir hari ini Selasa (21/1). Penetapan status 

darurat sampah selama tujuh hari dinilai sudah cukup untuk percepatan mengatasi 

tumpukan sampah di Kota Bertuah ini. 

”Jadi untuk status darurat sampah tidak ada perpanjangan. Sudah cukup tujuh hari 

saja,” ujarnya, Senin (20/1). 

Pj Wako mengklaim, penetapan status sampah itu memang membantu 

menyelesaikan permasalahan tumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Pasalnya, untuk 

menyelesaikan satu titik tumpukan sampah saja, pemko bisa menurukan belasan armada 

untuk mengangkut sampah. 

”Kita lihat langsung kemarin, memang di satu titik tumpukan sampah itu tidak bisa 

sekali dua kali angkut, bahkan satu titik saja sampai 12 mobil yang mengangkut,” 

tambahnya. 
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Ke depan dirinya berharap agar PT EPP sebagai perusahaan yang bertanggung 

jawab mengangkut sampah di Kota Pekanbaru agar bekerja sesuai kontrak. Dirinya tak 

ingin tumpukan sampah yang terjadi saat ini dan sebelumnya kembali terjadi. 

Sementara itu, pengamat perkotaan Dr Mardianto Manan mengingatkan, sama 

seperti status siaga banjir dan darurat banjir, siaga sampah dan darurat sampah punya tujuan 

yang ingin dicapai. Yaitu agar semua pihak  bisa serius dan melakukan penanganan 

sampah. 

”Sekarang harus dievaluasi bagaimana instansi terkait menyikapi darurat sampah 

kemarin, sudahkah tercapai targetnya apa belum. Perlu dievaluasi juga pihak ketiga masih 

dalam masa kontrak, tapi tugasnya diambil alih kasus darurat sampah bagaimana tugas 

kewajibannya pada masa darurat tersebut,” ujar Mardianto, Senin (20/1). 

Mardianto menilai pihak ketiga harus benar-benar dievaluasi kinerjanya. Apalagi 

anggaran puluhan miliar yang didapat dari kontrak tersebut. Tapi justru pekerjaan mereka 

harus dibantu oleh status darurat sampah. 

”Apa sikap Pemko, damai-damai sajakah, atau (status darurat sampah) bonus buat 

pihak ketiga. Dia dibayar puluhan miliar tapi pekerjaannya dikeroyok sama-sama di masa 

darurat,”  Mardianto bertanya-tanya. 

 

Sumber berita: 

1. https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255551743/penumpukan-sampah-berkurang-

status-darurat-sampah-di-pekanbaru-tidak-diperpanjang, “Penumpukan Sampah 

Berkurang, Status Darurat Sampah di Pekanbaru Tidak Diperpanjang”, 21 Januari 

2025; 

2. https://www.riaumandiri.co/read/detail/120308/pemko-pekanbaru-tak-perpanjang-

status-darurat-sampah, “Pemko Pekanbaru tak Perpanjang Status Darurat Sampah”, 21 

Januari 2025; dan 

3. https://www.cakaplah.com/berita/baca/119383/2025/01/20/tumpukan-berkurang-

pemko-pekanbaru-tak-perpanjang-status-darurat-sampah#sthash.bYsgSKNB.dpbs, 

“Tumpukan Berkurang, Pemko Pekanbaru Tak Perpanjang Status Darurat Sampah”, 20 

Januari 2025. 

 

Catatan: 

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah. 
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Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu 

pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, meliputi: 

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 

2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke 

lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir 

sampah; 

3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. 

4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 

5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. 

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, 

tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: 

a. Pengurangan sampah; dan 

b. penanganan sampah. 

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. 

 

Pengurangan sampah meliputi: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah 

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau 

bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau 

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang 

sudah digunakan. 

Penanganan sampah meliputi kegiatan: 

a. Pemilahan; 

Pemilahan sampah dilakukan oleh: 

1. setiap orang pada sumbernya; 

2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

3. pemerintah kabupaten/kota. 
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Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 

5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan 

berbahaya dan beracun; 

2. sampah yang mudah terurai; 

3. sampah yang dapat digunakan kembali; 

4. sampah yang dapat didaur ulang; dan 

5. sampah lainnya. 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 

pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. 

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala 

kabupaten/kota. 

b. Pengumpulan; 

Pengumpulan sampah dilakukan oleh: 

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

2. Pemerintah kabupaten/kota. 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 

pengumpulan sampah wajib menyediakan: 

1. TPS; 

2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle); 

dan/atau 

3. alat pengumpul untuk sampah terpilah. 

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah 

permukiman. 

c. Pengangkutan; 

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah: 

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak 

mencemari lingkungan; dan 

2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu). 

3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan 

stasiun peralihan antara. 
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d. Pengolahan; dan  

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan 

memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota 

dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan 

antara dan alat angkut. 

Pengolahan sampah meliputi kegiatan: 

1. pemadatan; 

2. pengomposan; 

3. daur ulang materi; dan/atau 

4. daur ulang energi. 

e. Pemrosesan akhir sampah. 

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: 

1. metode lahan urug terkendali; 

2. metode lahan urug saniter; dan/atau 

3. teknologi ramah lingkungan. 

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam 

melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan 

dan mengoperasikan TPA.  

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, 

pemerintah kabupaten/kota dapat: 

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah; 

2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau 

3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 


